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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem hukum nasional demikian halnya dengan hukum
tanah, maka harus sejalan dengan kontitusi yang berlaku di negara kita yaitu
Undang Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun
1945, yang mengatakan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,

yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia,

harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adalah sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu
tujuan yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan
mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
antara lain dalam pasal 1, 2, 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok
Agraria). Jadi penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan
tanah seyogyanya tidak boleh lari jauh dari tujuan yangdiamanahkan
konstitusi negara Kita.

Undang-undang Pokok Agraria berpedoman pada suatu prinsip
bahwa untuk menuju cita-cita yang diamanahkan oleh pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu tidak perlu dan tidak pada tempatnya

apabila Negara (sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bangsa



Indonesia) menjadi pemilik dalam arti keperdataan atas bumi, air dan
kekayaan alam lainnya, tetapi yang tepat adalah Negara sebagai Badan
Penguasa demikian pengertian yang harus dipahami oleh pelaksana
kekuasaan negara dan aparat-aparatnya serta seluruh masyarakat
mengenai arti kata Negara dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Pokok Agraria, yang mengatakan bahwa:*

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh

Negara”.2

Hukum Tanah Nasional (HTN) yang ketentuan pokoknya ada di
dalam Undang-undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan
hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh orang lain dan badan
hukum dalam rangka memenuhi keperluannya, untuk bisnis ataupun
pembangunan. Oleh karena itu keberadaan hak-hak perorangan atas tanah
tersebut selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1
ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Dan masing-masing hak
penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak
bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai

Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria, serta hak-

! Arie S. Hutagalung, 2005, Perlindungan Pemilikan Tanah dari Sengketa Menurut Hukum
Tanah Nasional,Tebaran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum
Indonesia, h. 295.

2 Ibid, h. 395.



hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan
sekunder) dan hak jaminan atas tanah.?

Adapun tata cara yang dapat digunakan untuk memperoleh hak atas
tanah tergantung pada status tanah yang tersedia yaitu, Tanah Negara atau
Tanah Hak. Jika tanah yang tersedia berstatus Tanah Negara, tata cara yang
harus digunakan untuk memperoleh tanah tersebut adalah melalui
permohonan hak.

Dan jika yang tersedia berstatus Tanah Hak (hak-hak primer), maka
tata carayang dapat digunakan untuk memperoleh tanah tersebut di
antaranya adalah melalui, pemindahan hak (jual-beli, hibah tukar,
menukar).*

Setiap hak atas tanah yang diperoleh melalui acara permohonan hak
wajib didaftarkan di kantor pertanahan BPN (dahulu Kantor Agraria) di
setiap Kabupaten/Kotamadya.

Dalam pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi
pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat
bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan
meningkat pula kebutuhan akandukungan berupa jaminan kepastian hukum
di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan, yang pertama diperlukan adalah tersedianya perangkat hukum

® Sunario Basuki, tt, Ketentuan Hukum Tanah Nasional ( HTN ) yang Menjadi Dasar dan
Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Program Pendidikan Spesialis Notariat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.1

* Sunario Basuki, tt, Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan
dan Penggunaan Tanah, Program Spesialis Notariat FHUI, h.29.



yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai
dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan
juga terselenggaranya pendaftaran tanah untuk dengan mudah membuktikan
haknya atastanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon penjual, untuk memperoleh
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan
hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan
kebijaksanaan pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19
memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka
menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar
kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang
menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut,
tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada
hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria, yaitu
bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan
jaminan  kepastian  hukum  dibidang pertanahan dan  bahwa

sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur



positif , karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19
ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2)
Undang-undang Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ yang mengatakan
bahwa:
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.”
Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa :
“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut.”
Pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa :
“Pendaftaran termaksud ini dalam ayat ini menyetakan alat
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna
usaha, kecuali dalam hak ituhapus karena jangka waktunya
berakhir.”
Pasal 38 ayat (2) yang mengatakan bahwa :
“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka

waktunya berakhir.”



Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hak
yang belum jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian
pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan penyelesaiannya, yang di
samping untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana disebut di atas
juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang
lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang
bersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas
dan dipersingkat serta disederhanakan.

Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan
pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak
dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah
yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar.
Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta
berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah
merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang
penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan
hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam
pengajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data
tersebut.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak pernah disebutkan

sertipikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf



c ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat
tanda bukti hak ini seringditafsirkan sebagai sertipikat tanah.”

Di atas sudah disebut sertipikat adalah surat tanda bukti hak, oleh
karena itu telah kelihatan berfungsinya, bahwa sertipikat itu berguna sebagai
“alat bukti”. Alat bukti yang menyatakan tanah ini telah diadministrasi oleh
negara. Dengan dilakukan administrasinya lalu diberikan buktinya kepada
orang yang mengadministrasikan tersebut. Bukti atau sertipikat adalah milik
seseorang sesuai dengan yang tertera dalam tulisan di dalam sertipikat tadi.
Jadi bagi si pemilik tanah, sertipikat tadi adalahmerupakan pegangan yang
kuat dalam pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang
sah dan berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertipikat
tersebut dan lebih kokoh bila pemegang itu adalah namanya yang
tersebut dalam sertipikat. Sehingga bila yang memegang sertipikat itu belum
namanya maka perlu dilakukan balik namanya kepada yang memegangnya
sehingga terhindar lagi dari gangguan pihak lain.

Bila terjadi sengketa terhadap bidang tanah tersebut, maka oleh yang
memiliki tanah, sertipikat yang ditangannyalah yang digunakan untuk
membuktikan bahwa tanah itu miliknya. Surat tanda bukti hak atau
sertipikat tanah itu dapat berfungsi menciptakan tertib hukum pertanahan
serta membantu mengakrifkan kegiatan perekonomian rakyat (misalnya
apabila sertipikat tersebut digunakan sebagai jaminan). Sebab

yang namanya sertipikat Hak adalah tanda bukti atas tanah yang telah

> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar
Maju, Jakarta, h. 205



terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara atas dasar
Undang-undang.®

Sehingga dengan pengeluaran sertipikat ini, menandakan telah ada
pendaftaran tanah yang dilakukan. Hanya saja, dalam praktek, penerbitan
sertipikat tanah masih dapat dipertanyakan keefektifannya dalam
memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertipikat benar-
benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (obyek) atau hanya bukti fisik
sertipikatnya saja, karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan, dapat
saja diakui secara formal sertipikatnya, tetapi tidak melindungi subyek
dan obyeknya. Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja menolak
menyatakan untuk membatalkan sertipikat tanah, tetapi peradilan umum
menyatakan orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat tidak berhak
atas tanah yang disengketakan.’

Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat
bukti, tetapi sertipikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas
tanah seseorang masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain. Sertipikat
sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak,
dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak
atastanah kepada pihak lain (yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak),
yang berupa : jual — beli tanah, tukar menukar, hibah atau hibah wasiat dan
lain — lainnya. Namun dalam kenyataannya di masyarakat sering terjadi

berbagai masalah yang berkaitan dengan sertipikat, salah satu contoh

® 1bid, h. 205
" bid. h. 207



masalah yang berkaitan dengan sertipikat tersebut adalah sering terjadinya
sertipikat ganda, seperti pada kasus yang termuat dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 556 / K / Pdt / 1987 15 Oktober 1992. Yang terjadi antara
Tuan R.Sutikno dengan Nyonya Nurul Maya, terhadap sebidang tanah
dengan bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan Hang tuah Kebayoran
Baru, Jakarta selatan seluas 534 meter persegi. Atas tanah tersebut terbit dua
sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama dua orang pemilik yaitu Tuan
R.Sutino pada tahun 1965 dan Tuan Tan Po Gwan pada tahun 1974, yang
kemudian dijual oleh Tuan Tan Po Gwan kepada Nyonya Nurul Maya.
Dalam hal ini berarti berarti ada dua sertipikat atau lebih dikenal dengan
sertipikat ganda.

Berbagai macam permasalahan itu salah satunya adalah tentang
sertifikat ganda yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya di tingkat
BPN ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah dalam menjamin
kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, menjadikan
kepastian letak dan batas setiap bidang tanah sebagai faktor dan prioritas
utama yang tidak dapat diabaikan.

Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang
timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar.
Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta
berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah
merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang

penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan



hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam
penyajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data
tersebut.

Dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria  tidak  pernah
disebutkan sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19
ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian
sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertifikat hak
tanah. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat
bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas
tanah seseorang masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya
akta register yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa letak tanah tersebut
berada. Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal
pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk
memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (yang memenuhi syarat
sebagai pemegang hak), yang berupa: jual —beli tanah, tukar menukar,
hibah atau hibah wasiat dan lain — lainnya.

Tapi sayangnya, permasalaha tentang sertifikat tanah masih tetap ada
dan muncul lagi dengan permasalahan berbeda. Sebidang tanah yang
mempunyai sertifikat ganda muncul dan menjadi akar pahit bagi hukum
pertanahan yang ada di Indonesia. Untuk itulah berdasarkan uraian diatas
maka penulis berkeinginan untuk mendalami lagi apa itu sertifikat tanah,
bagaimana sampai timbul sertifikat ganda dan apa solusinya dari pihak

berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.
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Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis
tertarik untuk meneliti tentang “Penyelesaian Sengkata Atas Sertipikat

Ganda di Kantor Pertanahan Indramayu”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti
merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul
proposal tesis akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana Penyelesaian sengketa atas sertipikat ganda di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu ?
2. Apa Hambatan dan Solusi Atas Sertipikat Ganda di Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu ?

C. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi
tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Penyelesaian sengketa atas
sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Indramayu.

2. Untuk mengetahui dan Menganalisa Hambatan dan Solusi Atas
Sertipikat Ganda di Bdan Pertanahan Nasional Kabupaten

Indramayu.
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Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar
kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian
tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Kegunaan Teoritis

a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan
IImu Hukum pada khususnya terutama hukum perdata;

b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater
dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini
dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat,
terutama tentang Penyelesaian Sengketa Atas Sertipikat Ganda Di
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti
oleh penulis;

b. Untuk lebih mengembangkan daya piker dan analisa yang akan
membentuk pola piker dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmuyang diperoleh;

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti, sekaligus sebagai bahan kepustakaan
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bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang
akan di bahas dalam tesis. Disamping itu di harapkan bermanfaat
pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus

dalam bidang hukum dn Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori
1. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka
hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau di ukur melalui
penelitian yang akan dilakukan.® Maka kerangka konsep yang digunakan

sebagai berikut :

a. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Pendaftaran atas suatu tanah harus dilakukan sesuai dengan
prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Pendaftaran tanah di Indonesia diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) yang
menegaskan bahwa : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terusmenerus,
berkesinambungan  dan  teratur, meliputi  pengumpulan,
pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data

fisik dan data yuridis , dalam bentuk peta dan daftar mengenai

®http://liaamami.blogspot.co.id/p/pengertian-kerangka-konsep.html  di akses tanggal 17
Agustus 2019.Pukul 19.00 WIB.
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bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk
pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”

Disini kata-kata “rangkaian kegiatan” menunjuk adanya
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.
Kata-kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan
kegiatan, bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Kata
“teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus
berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang sesuai.
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data fisik dan
data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan didaftar.
Sehingga dikatakan bahwa, Pendaftaran tanah merupakan proses
administrasi yang merupakan kewenangan dari kantor pertanahan
untuk menghasilkan sebuah sertifikat sebagai suatu tanda bukti
hak kepemilikan atas sebidang tanah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah
merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk melakukan
pendataan atas hak suatu tanah. Pendataan ini mutlak diperlukan
agar semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia

jelas kepemilikannya dan tidak menjadi tanah terlantar juga tidak
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terjadi kekacauan dalam hal penguasaan hak atas tanah. Untuk
menjamin kepastin  hukum hak atas tanah, dilaksanakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Negara republic Indonesia
yang meliputi :
1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak
tersebut.
3) Pemberian surat-surat tanda bukti (srttifikat) yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk :

1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

2) Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

3) Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sistem pendaftaran tanah Indonesia yang menganut stelsel
negatif dengan tendensi positif, intinya adalah segala apa yang
tercantum dalam buku tanah dan sertifikat, berlaku sebagai tanda
bukti hak yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang
sebaliknya (tidak benar). Beberapa hal yang merupakan faktor
penentu lahirnya kepastian hukum, dapat dikelompokkan ke

dalam landasan Yuridis-Normatif, landasan Sosio Yuridis dan
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kebijakan pertanahan. Faktor-faktor tersebut secara formil
maupun materiil mempunyai peranan yang sangat menentukan
timbulnya kepastian hukum hak milik atas tanah yang telah
memperoleh sertifikat. Hal ini sesuai dengan asas nemo plus juris
yang mendasari system pendaftaran tanah Indonesia yang
menganut stelsel dengan dendensi positif, yaitu Negara tidak
menjamin kebenaran data yang diperoleh dari pemohon hak tanah
dari data itu. Kebenaran hukum ditentukan oleh hakim dalam

proses peradilan.

. Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Sertifikat Ganda

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal
32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa :
“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak
yang bersangkutan.”

Dikatakan demikian, karena selama tidak ada bukti lain
yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang
ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu

bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain tersebut hanya
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dianggap sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh
alat bukti yang lainnya.

Jadi, sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak
mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Dimana data
fisik mencakup keterangan mengenai letak,batas, dan luas tanah.
Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum
bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-
beban lain yang membebaninya.

Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu
sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi
tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi
karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran
tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaan
tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat, dan
atau gambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka
kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali.

Namun bila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada
pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen
pendukung. Hal ini bisa berlangsung lama, apabila terjadi gugatan
sertifikat ke pengadilan, untuk meminta pembatalan bagi pihak
yang dirugikan. Namun demikian, sertifikat ganda harus dilihat
kasusnya, karena bisa disebabkan berbagai hal, apakah

digandakan oleh pihak luar atau karena sudah terbit diterbitkan
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lagi. Lahirnya sertifikat ganda, tidak lepas dari tindakan pejabat
kantor pertanahan itu sendiri, seperti membatalkan sebuah
sertifikat yang lama dan menerbitkan sertifikat yang baru untuk
dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang
namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang lama. Bahkan
penerbitan sertifikat yang baru dilakukan oleh Pejabat kantor
Pertanahan tanpa prosedur hukum.

Disamping itu sertifikat ganda biasa juga disebabkan oleh
tidak dilaksanakannya UUPA dan peraturan pelaksanaannya
secara konsekuen dan bertanggung jawab, disamping adanya
orang yang berusaha untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong
atau belum dibangun.

Untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda tidak ada jalan
lain harus mengoptimalkan administrasi pertanahan dan
pembuatan peta pendaftaran tanah. Hal ini harus dilakukan untuk
mencegah terjadinya sertifikat ganda. Dengan adanya peta
pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang baik,
kesalahan penempatan letak dan batas dapat diketahui sedini
mungkin. Terhadap sertifikat cacat hukum tersebut harus
dilakukan pemblokiran  (diberi catatan pada buku tanah),
dihentikan (prosesnya ditahan), dimatikan (nomor haknya dicoret

dari buku tanah), dibatalkan bila kasusnya telah selesai. Sertifikat
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ganda jelas membawa akibat ketidak pastian hukum pemegang
hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

Beberapa persoalan yang muncul akibat sertifikat ganda
adalah siapa yang berwenang untuk membatalkan salah satu dari
2 (dua) sertifikat. Oleh karena itu pengadilan harus menentukan,
menilai, serta memutus siapakah yang berhak memiliki tanah
terperkara berdasarkan buktibukti dan kesaksian para saksi.
Apabila pengadilan telah memutus perkara pemilikan tanah yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde),
pihak yang dimenangkan harus mengajukan permohonan kepada
kepala BPN/ kantor pertanahan, yang membatalkan sertifikat
tanah pihak yang dikalahkan.

Sengketa Pertanahan

Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan
pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang
hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Susetiawan,
menjelaskan konflik pertanahan adalah konflik yang berhubungan
dengan tanah senantiasa berlangsung sebab setiap orang atau
kelompok selalu memiliki kepentingan dengan hal tersebut.
Dalam konteks pertanahan, masyarakat senantiasa berada dalam

proses perubahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan
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untuk mendapatkan tanah, hal ini mengakibatkan konflik
pertanahan yang terusmenerus antara anggota masyarakat.

Setiap elemen masyarakat berkesempatan memberi
sumbangan pada konflik pertanahan, yang mendorong terjadinya
disintegrasi sosial Konflik pertanahan menurut A. Hamzah
diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, yang pada garis
besarnya dapat dibagi atas dua bagian yang meliputi :

1) Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum
pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam
beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum
pidana (KUHP).

2) Konflik pertanahan yang diatur diluar kodifikasi hukum
pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait
dengan peraturan perundang-undangan pertanahan diluar
kodifikasi hukum pidana.

Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa
kata konflik mempunyai pengertian yang lebih luas, oleh karena
itu, istilah konflik tidak hanya digunakan dalam kasus pertanahan
yang terkait dalam proses perkara pidana, juga terkait dalam
proses perkara perdata dan proses perkara tata usaha Negara.
Pengertian sengketa diperjelas oleh Rusmadi Murad vyaitu,
sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak

atau lebih karena merasa diganggu dan merasa dirugikan pihak-
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pihak tersebut untuk penggunaan hak dan penguasaan atas
tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui
pengadilan, sedangkan masalah pertanahan lebih bersifat teknis
kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijakan maupun peraturan
yang berlaku.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari
pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi
keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap
status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan
dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur
kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
fisik dan yuridis, serta persengketaan yang terjadi.

Dalam kegiatan tersebut, jenis masalah/sengketa yang akan
terjadi ada 2 (dua), yaitu:

1) Sengketa data fisik, yaitu sengketa yang menyakut
keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah
yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Jenis sengketa
yang dimasuk dalam kategori ini adalah :

a) Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan

pengukuran batasbatas bidang tanah yang disebabkan
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oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah
yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang
berbatasan.

b) Sengketa Ganti  Kerugian, yaitu menyangkut
kesepakatan besarnya nilai ganti rugi serta tata cara
pembayarannya.

2) Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyakut
keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan
rumah susun yang didaftar. Sengketa yang dimasuk dalam
kategori ini adalah:

a) Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang
berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh
pewaris berdasarkan peraturan yang berlaku.

b) Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa
menyakut pemilik tanah yang tidak sesuai dengan
ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente dan
pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum.

c) Sengketa Sertifikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya
pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertifikat atas
tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Kerangka Teoritis
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau
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korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,
seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum.? Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun
yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki
konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian, Dalam hal ini disebutkan bahwa :
a. Teori Hukum
Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai
hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya,
teori hukum yang di maksud adalah teori hukum murni, yang di
sebut teori hukum positif.
b. Teori Keadilan
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang serta
keadilan merupakan perkataan yang di agungkan dan di idamkan
oleh setiap orang dimanapun mereka berada atau dengan kata lain
keadilan yaitu suatu kebijaksanaan yang bersifat adil dan di

inginkan masyarakat.

® Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, h. 133
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Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak
Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan
sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the
search for justice”.’® Terdapat macam-macam teori mengenai
keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut
hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan
kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan
Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics, teori keadilan
sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice dan juga
Ahmad Ali dalam Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam
karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih
khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya
ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum
Avristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,
“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan”. "

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting
bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.
Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik

9 Theo Huijber, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII, Kanisius,
Yogyakarta, h. 1

11 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia,
Bandung, h. 25
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mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang
sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang
dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama
di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya,
dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan
banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut,
dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan
keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik,
yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif
dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau
kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam
wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa
imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama
rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa
ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada
distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-
sama  bisa  didapatkan dalam  masyarakat. = Dengan
mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa
yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang

berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.
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Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai
degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat."?

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan
sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau
kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha
memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang
dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman
yang sepantasnya perlu diberikan kepada si  pelaku.
Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya
“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan
korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari
uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah
peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya
pemerintah.”®> Dalam membangun argumennya, Atristoteles
menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang
mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada
watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang
berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.
Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan
antara hukum positif yang ditetapkan dalam undangundang dan
hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua

penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan

12 1hid, h. 25
13 1bid, h. 26
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yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan
keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk
perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa
didapatkan dari fitrah umum manusia.** Sedangkan Rawls dalam
bukunya a theory of justice menjelaskan teori keadilan sosial
sebagai the difference principle dan the principle of fair equality
of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa
perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan
manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
beruntung.

Istilah  perbedaan  sosial-ekonomis dalam prinsip
perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang
untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan
otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of
opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan,
pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri
perlindungan khusus.

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek
mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang

% 1bid, h. 27
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beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk
dua hal.: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap
kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan
menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang
memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri
sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan
untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori
Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence)
termasuk Interpretasi Undang-Undang, menggambarkan bahwa
“keadilan” ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang
harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan
pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari
kotoran sekandal dan korupsi. Pada dasarnya proses keadilan
adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi
merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya
sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan
yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski
demikian Acmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya
“keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar
pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud

“keadilan” adalah kelayakan.
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Sedangkan Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa sekalipun
hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang
praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak
dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari
pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu
pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”.
Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung
menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang
konsep keadilan olen masyarakat yang bersangkutan. Kita juga
mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh
subsistem sosial, melainkan oleh subsistem budaya, seperti
ditunjukan dalam bagian sibernetika di muka.”"

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern
telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang
cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis
pendekatan, apakah yang normatif (positivistik), empiris
(sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan
nilai dan moral (filosufis), teori triangular concept of legal
pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralism hukum di era

globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

% 1bid, h. 223
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c. Teori Kepastian Hukum

Asas dan prinsip hukum merupakan sub sistem terpenting
dari suatu perbuatan hukum. Tiada sistem hukum tanpa asas
hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat
yang lebih atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya sifatnya yang
universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan
pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu
kaidah hukum.*®

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian
sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat
digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis
yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi
sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law
mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh
hukum, vyang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan

gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain

16 Akhmad Khisni, 2017, Hukum Waris Islam, Cet. IV, Unissula Press, Semarang, h. 36
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harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah

sebagai berikut :

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan,
tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal
tertentu.

Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.

Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa
yang bisa dilakukan.

Tidak boleh sering diubah-ubah.

Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan
sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa

harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya,

dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan

faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif

dijalankan.

Kepastian Hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa

dijawab secara Normatif berdasrkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum

secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

31



diundangkan secara pasti Karena mengatur secara jelas dan logis
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan
logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma
yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum
merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu,
kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor
yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Dari kesimpulan di
atas, bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum
yang dapat di katakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan

suatu keadilan.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran
secara ilmiah.Dengan demikian hal- hal yang bersangkutan dengan
metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar - benar
bermutu.”’
Masing — masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas
sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi

yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang

173, Hadibroto, 1990, Masalah Akutansi, Buku Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, h. 21.
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bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono Soekanto
adalah sebagai berikut :*®
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan menganalisanya.Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan
yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan
yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini
adalah yuridis empiris sosiologis dengan bantuan data primer atau
data empiris sebagai data utama. Penelitian hukum empiris
sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang
mengindentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai isntitusi
sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke
obyeknya yaitu menganalisa Bagaimana Penyelesaian Sengketa Atas
Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu.
2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan
bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkankondisi yang ada sesuai

data-data yang diperolen dalam penelitian, dihubungkan dan

dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis

'830erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, op.cit, h. 43.
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3. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data meliputi:

a. Data Primer, vyaitu sumber data yang didapat dengan
mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab
pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan
yang dibahas dalam proposal ini. contoh: wawancara.

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka yang ada, yang mencakup literatur-literatur,
tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulis
kumpulkan dalam menyelesaikan tesis ini.

c. Data Tersier, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka seperti kamus-kamus yang ada, yang sifatnya hanya
sebagai tamabahan dan atau melengkapi dalam menyelesaikan
tesis ini.

Namun penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder.

Data primer lebih bersifat menunjang sumber data yang digunakan

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada

penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan
informasi dapat merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:
1) Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Pokok Agraria
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal

32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah.
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2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok
Agraria).

b. Bahan hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder, yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang
terdiri dari :

1) Buku-buku literatur

2) Makalah

3) Artikel

c. Bahan hukum Tersier:

1) Kamus-kamus Hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia Modern

3) Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat
hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data
ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis
sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulandata
yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian
kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri
data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier
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yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.*®
Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam
penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya
sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal
dari nara sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah :
1) Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu.
2) Dua Notaris di wilayah Kabupaten Indramayu yang sudah
berpengalaman.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni
analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan
statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.
Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan
harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Penyelesaian
Sengketa Atas Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan, sehingga
diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-

permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan
Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematik maka
penulis membahas dan menguraikan masalah Tesis ini secara sistematika

yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

930erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, op.cit , h.52
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BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang berisikan antara lain Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori,

Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini merupakan uraian mengenai permasalahan
dalam penelitian, yang meliputi : Tinjauan Umum tentang
pendaftaran tanah di Indonesia, Tinjauan Umum tentang
Sertifikat Hak Atas Tanah dan Sertifikat Ganda, Tinjauan
Umum tentang Sengketa Pertanahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi pembahasan terhadap permasalahan
yang dirumuskan pada rumusan masalah, yaitu tentang
Penyelesaian Sengketa Atas Sertipikat Ganda di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu serta hambatan
dan Solusi Atas Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Indramayu.

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan
kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah setelah di bahas dan saran-saran merupakan

rekomendasi penulis dari hasil penelitian.
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